PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Mengingat :

tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, keberadaan, peranan
dan fungsi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan agar mampu
melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan

perundang-undangan lainnya secara efektif dan profesional;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak sesuai
lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu

perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat.

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1646), Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29



Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Provinsi Daerah Tingkat |
Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun
1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 509,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
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Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5094);

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.04-PW.07.03 Tahun
2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan

Pemberhentian Pejabat PPNS;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode

Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan

Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pedoman Operasional Penyidik Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan

Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah segala ihwal
yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk

melakukan penyidikan.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah
pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP , baik yang

berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Atasan pejabat PPNS adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana Pejabat
PPNS berada.

Pendidikan dan pelatihan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat dengan Diklat pejabat PPNS adalah suatu kegiatan dalam rangka
meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang penyidikan Peraturan Daerah

untuk diangkat sebagai pejabat PPNS.

Kode Etik Profesi pejabat PPNS Daerah adalah norma yang digunakan sebagai

pedoman yang harus ditaati oleh pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas
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sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan

Peraturan Daerah yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan

Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Barat.

Badan Pendidikan dan Latihan selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan

Pendidikan dan Latihan Provinsi Sumatera Barat.

Bawah Kendali Operasi adalah pejabat PPNS yang dalam melaksanakan tugas
operasionalnya di lapangan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan /atau
peraturan perundang-undangan lainnya yang berada di masing-masing SKPD berada
di bawah kendali dan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera

Barat.

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Pejabat PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Pimpinan SKPD.

(1)

(2)

(3)

Pasal 3
Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda dan

peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat PPNS

berada di bawah kendali operasi Satpol PP dan pengawasan penyidik POLRI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi antara pejabat PPNS

dengan Penyidik Polri diatur dengan Peraturan Gubernur.



